
··PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PF.RA'fl.lRAN DAl~RAH l<ABllPATEN DEMAI( 

NOl\10R :l 'fAHUN 2007 

TEN'l',<\NG 

TATA CARA PENGAN(;!(A'fAN, I'I!:MBl~Rl·IENTIAN SEMENTAR.A DAN 
l'fo:MBERI·ll'.:NTIJ\N Pgl{AN(;I(A'I' DESA 

Menin1bang 

DENG AN RAI·Jl\1A'I' 1'UHAN YANG MAI·IA ESA 

BVPATI DEMAY{, 

a. hahwa da la111 rnng,kn penyelenggarnan pe1nerintahan des a yang 
herdayagunn da11 berhasilgunn dengan pe1nberdayaan seluruh 
111nsyarakat. Perangkal Desa ruerupakan figur yang sangat penting 
clan strategis pcrnnnnnyn : ·· 

b. bahwa dala1n rangka untuk n1endapatkan _bakal calon , me1nilih 
clan 111e11etapkan Pernngkat Desa yang berdedikasi , cakap clan 
n1an1pu untuk 111claksanaka11· se111angat otonomi Desa serta 
n1engatur kegialan-kcgintnn kedinnsan dan akibat yang timbul 
herkaitan dengun p1: laksannan tu gas . kedinasan, Pemerintah 
Kabupaten De111ak clengnn n1e11clasarkan padn Undang-Undang . 
Non1or 22 Tuln111 1999 dnn peraturnn pelaksanaanriya telah 
1nenctapkan Peraturan Daerah Kabupaten De,nak Nomor 2 Tahun 
2004 tentnng Tat:, Cara Pencalonan, Pen1ilihan, Pengesahan . 
Pelantikan, J>e1nberhe11t ia11 Se,nentara dan Pemberhentian Pamong 
Desa: 

. c. bahwa dengan cl iberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 te11ta11g Pe,nerintahan Daerah jo. Peraturan Pengganti. 
Undang-l..l nclang Nt)rnor 3 Tahun 2005 ten tang PeruJ?ahan Atas 
Undang-1.Jndang No111or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang telah ditetapka11 dcngan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 scrta Pcraturan Pcn1erintah Non1or 72 Tahun 2005. 
tentang Desa. perlu untuk 111enetapkan kembali pengaturan Tata 
Cara Pcnu,111cka1,111. Pc,nberhentian Se111entara dan Pemberhentian 

~ ·-
Perangkr,I Desa : 

cl . bahvva sesuai clengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pen1erintah 
No111or 72 T,1hu11 2005 te111<111g Desa disebutkan bahwa ketentuan 
Tata Cara Pcngangkatan, Pen1berhentian Sementara dan 
Pcn1berhe11ti:i11 Per:ingkat Des:i perlu ditetapkan dengan Pcraturan 
Daerah ; -. 
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I. Undang-Undang Non1or 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kebupaten Dafan, Lingkungan · Propinsi Jawa 
Tengah ; 

. 
2. Undang-Undang Non1or 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepega\vaian (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Non1or 55. Tan, bahan Len,baran Negara Republik Indonesia 
Non,or 304 1 ) sebagain1ana diubah dengan Undang-Undang 
No1nor 43 Tahun 19?9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 . tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 169, . 
Tan,hahan Len1bnr:.in Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Und.111g Nnnior 8 Tahun I 981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Letnbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun I 981 
No111or 76, Ta1nbahn11 Le1nbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Non,or 3209 ): 

4. Undang-Und .111g No111or 2.8 Tahun J 999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisn1e (Le1nbaran Negara il.epublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Trn110ahan Le~ baran Negara Repuolik Indonesia 
Non,or 3848) ; ' 

5. Undang--U nclnng No111or IO Tahun 2004 ienlang Pen1bentukan 
Peraturan Perund,ing-undangan (L_e111bnrnn · Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Non,or SJ. Tamb:ihan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non1or 4389) : 

6. !:.Jndang-Llndnng. N(1 111or 32 Tahun 200.e: tentang Pemerintahan 
Daerah (Le1nbara11 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125. Tatnbah~n Lc1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437 ) sebagain1ann telah diubah dengan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang No1nor 3 Tahun 12005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No111or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Le111 ban111 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
38. Tan1bahan l..e1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) 
yang ditetapkan dengan Undang-Unclang Non1or 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negar:i Repuhlik Indonesia Tahun 2005 No1nor I 08, 
Tambahan Len1 baran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

7. Undang-und:ing Nnn1nr :,:, T:ihun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antarn Pen,erintah Pusat dan Pen1crintahan Daerah 
( J ,en1barnn Negara R~publik Indonesia Tah1111 2004 Non1or 126, 
Tatn bahan Len1b11rnn Negara Republik Non1or 4438) ; 

8. Peraturan Pe1nerinlah Non1or 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotan,adya Daerah Tingkat II Se1narang (Lembaraa Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 No1nor 25, Tan,bahan Lembaran 
Negara Rep11blik Indonesia No1nor 3089); 
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9. Peraturan>Pe1nerin1nh Non1or 25 Tnhun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintnh dnn Ke~venangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Len,baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

I 0. Peraturan Pcn,erintah Nomor 72 Tahu,, 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Ta,nbahan Len1bar:in Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

11. Peraturon f>cn,crintah Nornor 79 Tahun 2005 1cn1ang Pedoman 
Pcmbin:,an dan Pcngawasnn Penyclcnggaraan Pcn,erintahan 
Daerah (Len,bnran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Non,or I GS. Tnn,bahnn Le,nbnron Negara Republik Indonesia 
No111or 4593): 

Dcnga 11 Pcrsctujuu 11 Ocrs:i 111 a 

DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERr\H l( .. \llUP,\TEN OEl'vi:AI( 
D:in 

Mcnetapl<R n 

BUJ>Al'l DEMAI( 

1\11 EIVI U'J'USl(AN : 

PERATURAN llAERAtl . TENTA~G TATA CARA 
PENGANCl<Al'A~. l'EMBERHENTI,\.\' SEJ\IENTARA DAN 
PEM!3ERJ·IEN'flAN PERANGl<AT DES ,\. 

BAil I 
l<ETENTUAN UiVIUi\1 

Pasal l 

Dalnrn Peraturan Dncrnh ini yan~dirnaksud dengnn : 

l . Daerah adalal1J<abupatc11 Dcn,ak : 

2. Pen1erin1ah Dacrnh adalah Bupati dan pcrnngkat daerah sebagai 
l111s ur pcnyclcnggara pcn1crin111han dncrah ; 

· J. Pen1erintahan Dnernh adalah 
pen1crina1nhan olch pcn,crintah dncrnh dan DPRD n1enurut asas 
01011on1i clan tugas pc111bnntunn dengon prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia scbngnin,ona din,aksud dalan1 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah; 

penyelenggaraan urusan 

4. Kepal:i Dacrah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala 
Dac:rah Knbupatcr1 Dc:n,ak ; 

5. Kccan1n1an ndalnh Wilaynh ke~ja Camat sebngai perangkat daerah 
Kabupaten; 

' 

6. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan di ~vilayah Kecamatan ; 
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7. Desa adalah kcsa\q~t1iJ11asyarakat huku111 yang memiliki batas-batas .. 
wi layah yang berwenang untuk untuk 111engatur dan mengurus 
kepentingan 111asyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat seten1pat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pc111erintahan Negnra Kesatuan Republik Indonesia di Daerah; 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan un1san pemerintahan 
oleh Pen1erintah Des:, dan Sadan Per111usyawaratan Desa dalan, 
n1engatur clan 111cngurus kepentingan masyarakat sete1npat 
berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setcn1pat yang diakui dan 
dihonnati dnla111 sisl<.:111 Pen1erintaha11 Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ; 

9. Pen,erintah Dcsn adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
• lll1Sur penyeknggara pen1erintahan desa ; 

I 0. Bad an Pennusya\varatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah Len1baga yang 1nerupakan perv.·l1judan de1nokrasi dala1n 
penyelenggarann pc,ncrintahan desa sebagui unsur penyclenggara 
pe1nerintahan desa: 

11. Kepala Desa ndalah f>cj::ibat yang n1c n1 1111p1n Penyelen?garaan 
Pernerintal~ Desa yang berta11ggungjav.·:ib kepada Bupati melalui 
Can1at : 

12. Perangkat Desa adalnh Pejabat Pen1eri 1:tah Desa yang membantu 
tugas-tugas Kepala Dcsa dalan1 n1enyek11ggarakan Pen1erintaha11 
clan Pen1 bangu11an Desa yang terdi ri d:1 ri Sekretaris Desa dan 
Perant_tkat [)-~s.i Lai nnva : 

~ . 

1.1 . l'anit ia 1\:ncalonan dan l'cni ilih;i11 l'cr:1 11gk::il Desa yang 
selanjutnya disebut panitia pemi li han adolah panitia yang dibentuk 
oleh Kepala Dcsa yang -keanggotaannya tcrdiri dari anggota BPD 
dan Perangkat Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan 
kegiatan kegiatan yang berkaitan dcngan pelaksanaan 
pencalonan clan pc111 il ihan Perangkat Dcsa; 

14. Pendaftaran adalah suatu proses yang di lakukan oleh Baka! Calon 
untuk 111cndaflarka11 di ri sebagai peserta dalam 
pencalona 11/pen1 ili ha11 Perangkat Desa : 

15 . Penjaringan adalah su,1 lu proses kegiatan yang dilakukan oleh 
panitia · Pe111ilihan un tllk 111cnjari11g dan n1endapatkan bakat calon 
Peranagkat Desa ; 

16. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang di lakukan oleh 
Panitia Pen, ilihan untuk n1enyaring dan n1enetapkan bakal calon 
Perangkat J)csa 1nenjadi calon Perangkat Desa yang berhak 
dipilih ; 

17. Baka] calon adnlah warga 111asyarakat yang n1emenuhi persyaratan 
dan n1endaft::irkun diri sebagai calon Perangkat Desa sebelun1 
n1engikuti pe!J1yannga11 ; 

( 
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18. Calon yang berhak dipil ih adalah bakal calon Peranagkat Oesa 
yang n1en1enuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Oaerab ini dan 
lulus dalan1 penyaringan : 

19. Calon terpi lih adalah calon Perangkat Desa yang memperoleh 
ni lai te rtinggi yang 111en1pakan gabungan antara nilai basil ujian 
penyaringan clan nilai perolehan suara; 

20. Pendl1duk adalah orang yang berdon1 isili dan bertempat tinggal di 
Desa seten1pat : 

21. Kepala Keluarga ad al.ah penduduk Desa yang dalam susunan . 
keluarga dianggap sebagai penanggungjawab suatu keluarga; 

• 
22. Dukuh adalah bagian wilayah dalan1 Desa yang merupakan 

lingkunga11 kcrja pelaksanaan pen1erintahan Desa ; 

23. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi 
n1asyarakat yang berfungsi untuk n1en1elihara dan melestarikan 
nilai-ni lai kehich1pan n1asyarakat Indonesia yang berdasarkan 
kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk men1bantu 
n1eningkatkan kclancara11 pelaksanaan tugas pemerintahan 
pen1bangunan dan k..:111asyarakntan di Desa ; 

' 
24. Daftar Pen,ilih Scn1entara (DPS)·adalah daftar yang berisi tentang 

na1na-nan1a pcnduduk yang 111en1punyai hak pilih yang n1asih 
bersilat sen1cntnni <Ian dapat diubah ; 

25. Daftar Pe1n ilih Tc1ap (DPT) adalalf <lalhir yang berisi tentang 
nama-nama penduduk yang 1nen1punyai hak pilih yang sudah 
bersifat tetap sehinggn tidak lagi dapat berlJbah baik jumlah 
maupun nan1anya . 

BAB II . 
LO\\'ONGAN DAN PENG ISIAN LOWONGAN 

l'ERANGI<A'f DESA 

Pasal 2 
( t) Jabatan Perangk,11 Desa disebll t lowon.,; apabi la Perangkat Desa 

berhenti a tau di berhentikan clari jaba1a11 nya oleh Kepala Desa. 
' 

(2) Selan1bat-lan1ba1nya dalan1 waktu I (sa111) bulan sejak lowongnya 
jabatan Perangkal Dcsa sebagain1ana di1naksud pada ayat ( I), 
i<.epala Desa n1elaporkan kepada 8upa11 rnelalui Can1at dengan 
ten1busan BPD tentang adanya lowongan i~b:1tan Perangkat Desa. 

Pengisian 101.vongan Perangka1 Des a di lakukan dengan cara 
pengangkatan dari pcnduduk Desa yang 1ncn1c11uhi persyaratan., lul us 
uj ian penyaringa11 dan berdnsarkan hasil pc1nungutan suara clalan1 
pen1i lihan Perangkat Dcsa dinyatakan sebagai calon tcrpil ih. 
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IJAB Ill 
PANITIA 1'£MILII-IAN PERANGI<AT DESA 

Pasal 4 

( I ) llntuk pelnksanaan pc111 ilihan, Kcpala Dcsn n1ernbentuk Panitia 
Pcn1ilihan ynng keanggotnannya berasnl dari para anggota BPD 
dan Pcrangkat Drsa. 

(2) Panitia Pcn1iliha11 scbagain1ana cl i111aksud pada ayat (I) ditetapkan . 
dengan Keputusan l<.epaln Desa dcnga11 k1:tcn1uan susunan 
keanggotaan sebagai berikut : 

l<etua : 
Waki l Ketua: 
Sckrernris : 
Bcndahara; 
Anggota • anggota. 

(3) .lu111lah clan susunan keanggotaan panitia disesuaikan dengan 
situasi. kond isi sertn kc1na111puan keuangan desa. 

( 4) Guna kelancar.111 pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Carnat .. 
dan Kepala Dcsa 111e111berikan bi111bi11gan kcpada panitia. 

Pasal 5 

(I) Apabila diantara panitia ada yang n1encalonkan diri menjadi bakal 
calon Perangkat Desa, rnaka yang bersangkutan harus 
n1engundurkan diri dari kcpanitiaan dan kedudukannya digantikan 
oleh orang lain atas usu!/ berdasarkan kesepakatan Panitia. 

(2) Apabi la diantara panrtta ada yang 
kedudukannya dignnt ikan orang lain atas 
kesepakatan Panitia. 

berhalangan maka 
usul / berdasarkan 

(3) Penggantian sebagaimana din1aksud ayat (I) dan (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 6 

Panitia Pen1iliha11 Perangkat Desa bertugas untuk : 

a. 111elaksanakan lahapan pengisian Perangkat Desa ; 
b. n1enyusun dan 111engajukan rencana biaya pe1nilihan / pengangkatan 

. ' 
Pern11gka1 Desa kcpada Kcpala Dcsa t1111uk d ianggarkan dala111 
anggaran Pcndiipatan dun 13clanjil Desa ; 

c. 111elakukan pe11jaringa11 d:in penynringan bnknl cnlon Perangkat 
Desa; 

d. 111elaksanii ka11 pengL11nu1na11 tentang pendaftaran bakal calon 
Pe_rangkat Desn: 

e. 111enyiapkan sura t suara ."kotak suara dan bilik suara ; 
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f. n,clakukan pe111ungutan suara dan penghitungan suara ; 
g. n1en1buat berita acara pclaksanaan pen1ilihan dan Berita Acara 

Penghitungan suara pen1ilihan Pcrangkat Desa ; 
h. melaporkan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Perangkat Desa 

kepada Kepala Desa ; 
i. n1elakukan kegiatnn lnin yang berkairn.n dengan pelaksanaan 

perni I ihan / pengangkatan Perangkat Des a. 

BAl3 1V 

PENO AFT ARAN PEMILlI·IAN PERANGI<A T DESA 
Bagian Pertan,a 

• 
Pendnftaran Baka) Calon Perangkat Desa 

Pnsal 7 

(I) Proses penclanaran Baka! Cal on Perangkat Desa mulai 
dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk. 

(2) Penctapnn -wnktu d;in tahaplln kcgiatnn pendnftarnn bakal calon 
Perangkat Desa dibuat oleh Panitia Pemilihan , dan diberit.ihukan 
kepada l(epala Des:1 dengan ten1busan Can1at . 

(3) Apabi la dalain jangka waktu ¥ang telah ditetapkan oleh Panitia 
Pen1ilihan tidak terdnpat pendudul< Desa yang mendaftarkan di ri 
sebagai calon, pc11dafta rn11 dapat diperpanj:u.1g untuk jangka waktu 
yang ditetapkan · oleh Panitia ~engan 1ncrnberitahukan kepada 
Kepuln l)esa dcngan te111busnn C:n,nat_. 

(4) Apabila setelnh perpanjangan sebagai111ana din1aksud ayat (3) 

1nasih tetap tidnk ada penduduk Desa yang mendaftarkan di ri 
sebagai eaten Perangkat Desa 1naka pengisian dilakukan secara 
pengangkatan tanpa n1elal ui pen1 ilihan dengan persetujllan BPD . 

Pasal 8 

(I) . Penduduk Desa yang bennnksud n1encl:1 :·1:1:·:, a11 d iri sebagai bakal 
cnlon Peran~kat Dcsn n1cngajl1kar1 pcnnohonan yang ditulis 
sendiri kepnda Kecun Panit ia Pen1ilihan · 

(2) Pern1ohonan sebngain1ana din1aksud p;1:la ayat (I) dilampiri 
dengan persyarntan ynng di tentuknn clnl:11,i l'ernturan Oaerah ini. 

(3) Lan1piran persyaratan scbagain,ana di1nnksud ayat pada (2) 

discrahkan kcpuda Pnnit ia Pcn1ililla11 P:i 111 011g Desa, sesuai dengan 
hatns wnktll p<.>ndartnran yan;_- ditctnpk:1 11 . 

{I) Yang dapat n~enjadi bakal ca Ion Perangkat Ocsa adalah penduduk 
Desn scten1pnt yang 1ne1nenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Warga Negara Republik Indonesia : 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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c. Selia dan tn,ll kcpacla Pancasila diin Undang-undang Dasar 
1945 ; 

d. tidak pernah lerlibat langsung n1aupun tidak langsung dalam 
kegiatan yang 1ncngkhianati Pancasi la clan Unclang-undang 

Dasar 1945 scpcr1i G.30$/PKI clan a1a11 kegiatan organisasi 
erlarang la inn ya ; 

c. berpendidikan forn1al paling rendah sckolah lanjutan tingkat 
rertan,a ata11 sederajad ; 

f'. ben1111ur p·nling n.:ndah 20 (dua puluh) tah11n ; 

g. sehat jas111a11i rohani dan nyata-nyata lidak terganggu jiwa dan 
ingatannyn ; 

h. berkelakuan baik ; 
i. tidak penrnh dihuku111 penjara atnu kurungan karena n1elakukan 

tindak pidana ; 

j. tidak dicabul hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan 
yang n1e111;)t111yai kekuatan hukun1 tetap; 

k. lerclafta r scbagai pcnduduk desa scci1ra sah dan bertempal 
ting.gal tetnp cl iclesa yang bersangku11111 sckurang-kurangnya 2 
tahun terakhir dan 1iclak 1erputus-rutus, kecuali putra desa; 

I. 1ncngc11'1I dcs~nya dan clikenal masyarnkat didesa seten1pat; 

(2) Pegawai Negeri, swasta yang 1ne!1calonkan diri sebagai Perangkat 

Desn selain ha rus 1ne1ncnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
ayal (I) juga h:11·us n1e1niliki surat keterangan persetujuan clari 

ntasannya yang benvcnang untuk 111emberikan ij in serta harus 
n1e111huat sur,ll pcrnyat:ian bersedia n1cngundurkan diri dari pegawai 
apabila telah n1enjadi Perangkat Desa. 

(3) Khusus untuk 13akal Calon Bekel/Kan1ituwo, selain pe~syaratan 
sebagai111a11a di 111.iksud pada ayat (I). 1naka yang bersangkutan 
harus berasal clan bcrte111pat ting.gal di\vi I ayah Duk uh set em pat . 

Bagian Keclua 
Penyaringan Baka] Calon Perangkat Desa 

Pasal I 0 

(I) Pani1ia pen,ilihan 111elaksanakan penyaringan 1erhadap bakal calon 
Perangkat Desn 111elalui penelitian berkas-berkas persyaratan 
adn1inistrasi yang dinjukan oleh para bakal calon. 

(2) Disan,ping pene~itian berkas-berkas persyaratan sebagaimana 
clin1aksud pada ayat (I). penyaringan juga dilakukan melalui uj ian 

pcnyaringan unluk n1cnge1~hui tingkat pengetahuan bakal calon. 

(J) Ujian penyaringan liakal calon Perangkat Desa sebagaimana 
di1naksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan 
clapat bekerjn sa1na dengan phak ke1iga . 
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Pasal f"I 

(I) Berdasarkan has ii pen~litian berkas-berkas persyaratan dan 
pelaksanaan ujian panitia 1nenetapkan bakal calon sekurang­
kurangnya 2 (dua) orang diusull<an kepada Kepala Desa untuk 
ditetapkan mcnjadi calon yang dipilih. 

(2) Penetapan sebagaiinana dimaksud pad a ayat (I) dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Dcsa dan diu111u1nka11 oleh Panitia Pemilihan 2 
(dua) hari scbeltnn pen1ungutan suara di laksanakan . 

Pasal 12 

Dalan, hal bakal calon ynng 111endaftar dan 1ncmenuhi persyaratan tidak 
ada yang lulus n1engikuti ujian, n1aka yang bersangkutan dapat 
mengikuti ujian ulangan . •· 

Bagian Ketiga 
Pe111ilihan Dan Pengangkatan 

Perangkat Desa 
Pasal 13 

(I) Pen1ilihan Perangkat Desa dilaksnnakan dalan1 suatu rapat khusus. 
:,-nng dind.ikan 111lluk ilu dengan dilrndiri oleh : 

a. Kepala Dcs:i .dan Perangkat Desn ; 
b. BPD ; 
c. Tokoh 111asyarakat dan kele1nbagaa11 la in yang ada di desa 

sete1npa1. 

(2) Ra pat scbagain1ana din1nksud pada ayat (I) harus dinyatakan 
sebagai rapat yang terbuka unluk un1u111. 

Pasal 14 

(I) Pen1ilihan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara pernungutan 
suarn sisten1 tertutup. 

(2) Pen1unguti111 sunra sebngnin1ana di111aks11d pad a ayat ( l) . ' 
dilaksanakan sesuai clcngan asas. langsung, u1n un1, bebas, rahasia, 
juji.;r dan adiL 

Pasal 15 

Penunjukan tanpn n1elalui pen1ilihan Perangkal Desa hanya dapat 
di lakukan apabi In kc1entuan scbngain1a11a din1aksud dalam Pasal 7 V 

sudah dilaksanaknn . 

Pasal 16 

, , 

(I) Penunjuki.n tanpn 111elalui pen,ilihan Pcrangkat Desa dilakukan 
terhadap penduduk desa yang bersedia dinngkat sebagai Perangkat 

. Desa. 
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(2) Pcnduduk dcsa sebagain1ana din1aksud pad a ayal ( I) juga harus 

n1e 111c11uhi persyaratan-pe.-:;yaratan sebagaimana dimaksud dalan1 
Pasal 9. 

(3) Seheh1111 peng.is ian Perangkat Dcsa dengan cara penunjukan 
didahului dengnn pengun1un1an seln111a I (satu) b1•.la1, yang 1s1nya 
tentnng akan diadakannya penunjukan Perangkat Desa tanpa 
pe111 il ihan. 

Bagian I<eempat 
Hak pilih, DPS dan DPT 

Pasal 17 

( I ) Yang hcrhak 111e1nil ih d:1h1111 pc11111ngutan suara untuk Bekel/Kamituwo 
adalah setiap penducluk yang bertcn1pat tinggal di wilayah/Dukuh yang 
n1asuk sebagai wi layah ker:ia Bckel/Karnituwo 1ersebut. 

(2) Yang berhak n1einilih dala111 pe1nungu1an suara unluk Perangkat Desa 
selain scbagai111 a11a di111aks11d pada ayal (I) ad.i lah : 

Scl11n1r11h /\nggota UPI); 

I (satu) orang pcng11n1s R \V ; 

I (sa1u) orang pengurus RT; 
3 (1iga) orang ~vakil n1asing-n1asi11g dari RT yang dipi lih dalam rapat 
RT yang diaC:.1kn11 khusus untuk itu··. 

Ketentuan ~•ang bcrhak 
tidak n1enjadi gugur 

l'as:i l IS 

111c111ilih s<!bagai111nnn d in1:1ksud dalam Pasal 17 

hak pi lihnya 111eskipu11 yang bersangkutan 

1nencalonkan dir i sebaQai Peran!!_kal Dcsa. - -
l',1sal 19 

Syar;i t pcn1ilih Pernngk:11 Dcsn scb:ig:ii111 :inn di111.1;..s :1d dala111 Pasal 17 ayat 
( 1) , _ayat (2} aclalah pcnduduk Desa Warga :",cg;1ra Republik Indonesia 

yang : 
a. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bcncrnpat tinggal di dcsa 

sete111pal sekurang-kurangnya 6 (ena111) bulnn dcng,1 11 tidak te•·putus ; 
b. telah n,encapai u1nur 17 tahun atat1 pernah ka\vin ;. 
c. tidak dicabut hak pilihnyn berdasarkan kcputusnn Pengadilan yang 

n1e111punyai kekuaian hl1 k11111 1etap :. 

d. tidak sednng n1enjalnni pidana kurungan atau Penjara . 

Pasal 20 

( I) Penduduk Desa sebaguin1a1u1 di111aksud dala111 Pasal 19 , untuk dapet 
didaftar oleh Pani tia Pe11 1ilihan sebagai pcn1ilih wajib n1endaftarkan diri 

secara akt il' kepada Panit ia Pc111 il ihan dalmn v,aktu yang telah ditetapkan. 



• 

. 
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(2) Hasil pendaftaran pen1il ih sebagainu1na diinaksud pada ayat (!) ditetapkan 
dalan1 DPS oleh Panitia Pen1ilihan dan diun1un1kan kepada penduduk desa 

sela1na 15 (lin1a betas) hari . 

Pasal 21 

( I) DPS yang tel ah diu1nun1kan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 20 
' ' ' 

setelah n1engala1ni perb,1ika11 dan atau ta1nbahan berdasarkan hasil 
n1asukan pend\19 uk Desa ditetapkan n1e11jadi DPT oleh Panitia Pen1ilihan 
dengan dite lili clan dilHnda lnngani ok:h para bak:i l c,1lon Perangkat Desa . 

(2) Penclit ian clan penand,1 t.inga11.i11 olch para b:1kal calon Perangkat Desa 
terhadap DPT sebagai1nana din1aksud pada ayal (I) adalah merupakan 
bukti persetujuan para bakal calon Perangkat Ocsa tcrhadap jun1lah dan 
11a111a pen1il ih . 

(]) Penelil ion dan penand,Hangrinan sebaga i111an.1 di1naks\1d pada ayat (2) 
sudah dilaksanakan sebclu1n p.init ia pcn1ilihnn 111engun1u111kan calon 
Perangkat Desa yang berhak dipilih. 

U:igian Kcl i 111a . 
Pcn1 ungutan dan pcnghi1l111gnn suara 

Pasal 22 

( l) Pen1i I ihan Perangkat Des a dilakukan dengan earn pc111ungutan suara . 

(2) Sekurang-kurang 7 (tujuh) hari sebelun1 pen1ungutan suara dilaksanakan 
Panit ia Pe111i liha11 n1ulai 111c1nbcritahuk a11 kcpada penduduk desa yang 
berhak 111e111 ilih dengnn: 

~ 

:i. 111c11yan1pnikan undangan ; 
b. n1cngadakan atau 1ncnen1pelkan 

dite1npat-te1npat yang strategis tentang 
pc111ungu1an suar:, akan dilaksanakan. 

Pasul 2} 

pengun1 un1an-pengu111uman 
tanggal, jam dan te,npat 

Pen1unguta11 suara dalmn pe111iliha11 Perangkat Desa dilaksanakan sesuai 
dengan asas langsung, u111 u111 . bebas, rahasia,jujur dan adi l . 

Pasal 24 

(\) Pelaksanaan pemungutan suara din1ulai dari jam 08.00 WIB sampai 
dengan jan1 14.00 W!B yang didahului dengan pcngarahan dari Can1at dan 

Kcpala Dcs8 . 

(2) Dala111 .keadaan yang 111e111aksa Panitia Pe111ilihan dapat n1emperpanjang 
\vaktu pe111ungutan ·sunrn \tn tuk tahap pertan1a 30 (tiga puluh) menit dan 
kala\1 111asih diperlukan clapat clipt:rpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit 



Pasal 25 

(I) Tata cara pernil ihan. sah dan tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu 
oleh panitia dengan 111engacu pada pedon1an tata tertib yang ditetapkan 
olch Bupali dan dibac 1k :1 11 nld1 kc tu,1 paniti.i sebcl11111 pe111ungutan suara 
dilaksanakan. 

(2) Ketentuan ten tang tata tert ib sebagai111ana din1aksud ayat ( l) akan 
di tetapkan kc111 udian dcngan Kcputusan Bupali . 

Pasal 26 

(!) Pada saal pen1ungu1a 11 suara Panitia Pen1iliban berkewajiban untuk: 
a. 111 e11.iainin agar nsas sebagai n1ana din1aksud dala1n Pasal 23 dapat 

te rlaksana dengan baik :. 

b. n1c11jn111 i11 pelaksanaan pcn1u11guta11 suara secara tertib dan teratur. 

(2) Panitia Pen1ilihan n1enjaga agar pen1il ih hanya mcrnberikan I (satu) suara 
dan 111.~nolak pernberian suara yang diwakilkan dcngan alasan apapun. 

l'asal 27 

Ketun Panitia Pe111 il iha11 Pcrangk:u Dcsa 11ic1n1njuk salah satu anggota panitia 
unluk nh:niadi penc,Hut pcnghilungan suara. 

Pasal 28 

Sebelun1 pelaksanaan pen11111gutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan 
rne11gun1u111kun lentang al-: an berakhi rnya pelaksanaan pcrnungutan suara. 

Pasal 29 

Sesudah pen1ungutan suara dinyatakan selesai n1aka Ketua Panitia pemil ihan 
pada hari dan langgnl itll j ugn segera : 

a. n1en1 buka kotak suara dnn n1e11ghitu11g jun1lah suara yang masuk setela~ 
ditelit i dcngan disaksiknn oleh para calon Perangkat Desa ; 

b. n1engu1nun1kan hasil j,~unlah penghitungan suara. 

Pasal JO 

Pada saat pen11111gutan suara sarnpai dengan penghitungan suara, para calon 
Perangat Desa harus tetap beriida diten1pat yang sudah ditentukan dalam.area . 
ten1pat pernungutan suarii. 

0 

Pnsnl J I 

( I) Pen1il ihan Perangkat Desa_dinyii takan siih apabila j urnlah yang hadir untuk 
n1e111ilih sekurang-kurangnya 2/3 (duii per tiga) dari pen1i lih. 
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(2) Dalan1 hal jL1111lah pe111ilih yang hadir untvk 111emilih kurang dari yang 
ditentL1ka11 sebagai111ana cl i111aksud pada ayat (I), pemilihan Perangkat 
Desa dinyatakan batal dan selambat-larnbatnya 7 (tlljllh) hari setelah 

· pen1 batalan panitia pe111ilihan mengadakan pen1ilihan L1!angan. 

(3) Apabila dala111 1:ien1iliha11 ulangan sebagaimana di n1aksud pada ayat (2), 
jun1lah pcn1ili h yang hadir llntuk 111enggunakan hak suara tidak memenuhi 
ketentlian sebagia111ana di1naksud pada ayat ( l) 111aka pen1ilihan tetap 
cl ilaksa11a]" 111 dan hasilnyn 1-:1:ir sah, 

£3agian Keena1n 
Penanda Tangnnan Serita Acara 

Pasal 32 

(I) Apa bi la pen1u11gL1 tan suara dan penghitungan suara selesai maka cal on 
Perangknt Dcsa dan Ketu,1 Panitia Pe111ili ha11 111enandatangani berita acara. 

(2) Penandatanganan beritn acara pe111u11gutan suara dilakukan setelah 
pen1 u11 gut:i 11 sunra di11y:11:1k:111 sclcsai <Inn sebch1111 penghitungan suara 
di111ulai . 

(3) Penandatanganan berita ac:irii penghi tungan suara dilakukan setelah 
pcnghitungan Sui1n1 scl~s:.1i . 

~asal 33 

( I) Calon Perangknt Dcsn yang 111cninggalkan tempat sebelum 
menandatangani berita acara penghitungan suara, n1aka yang bersangkutan 
dipanggil untuk hadir dan n1enandatanga11i berita ncara. 

(2) Apabila sudah dipall'ggil J (tiga) kali dan tetap tidak datang n1aka yang 
bersangkutan dianggap n1enye tuj~1i hasil penghitungan suara serta 
pelaksanaan penghitungan suara dianggap sah. 

Pasal 34 

' 

Apabila calon Perangkat Dcsa tidak 1nau n1cnandatangani berita acara 
pen1ungl1(an sunra dan pcnghitu ng:111 suara 1nnka yan;: bt· rsnngkutan di~nggap 
111e11yctuju i hasil pe111ungu1an sL1nrn dan penghitt1 11g,111 su:1 ra sena pelaksanaan 
dan hasilnya dianggap sah. 

Pasal 35 

Bentuk beritn acara pe111u11 gl1tnn suara dan berita acara penghitungan suara 
adalah seli.1gain1ana tcrscbul daliun La1npiran I dan II Pcraturan Daerah ini. 
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13ugiun Kelujuh 
Calon Pcrangkat Desa Terpi lih 

Pasal 36 

( I) Ca Ion Pernngkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang 
1nendapatkan suara !erbanyak . 

(2) Dalan1 hal terjadi 2 (dun) atnu lebih calon n1en1peroleh suara terbanyak 
tertinggi yang sa111a, n1akn terhndap calon yang men,iliki suara sama dan 
untuk 111cncnn1kan calon terP.ilih dilnksanakan pcn,ungutan suara ulang. 

(3) Apabila dilakukan penn111gutan suara ulang sebanyak 3 (tiga) kali dan 
hasilnya tetap san,a 1naka pen1ilihan dinyatakan batal dan dilakukan 
proses pcnclaftaran ulnng. 

Pasal 37 
. 

Dalam hal calon Perangkat Desa yang berhak dipilih hanya terdapat I (satu) 
orang. n1aka calon Perangkat Dcsa tcrsebut haru dinyatakan terpilih apabila 
yang bersiingkutan n1endnpal ju111lah Sl1ara sekurang-kurangnya 50 % (lima 
pl1luh persen) diti1mbah 1 (satu) dari jun1lah pen1ilih yang menggunakan hak 
pilihnya. 

BAO V 

PENGANGI<ATAN DAN PELANTII<AN 
PERANCl{.A T DESA TERPILII-1 . 

Bagian Perta111a 
Pengangkatan 

Pasal 38 

(!) Berdasarkan berit,\ acara pen1u11gutt.11·suara dan berita acara penghitungan 
suara calon Perangkat Desa terpilih selan1bat-lan1batnya dalam waktu 7 
(tu,iuh) hari ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Kepulusan pcngangkatar, Perangkat Desa sebagai111a11a jir.1aksud pada 
ay'al (. I J sudah hurus dilctapkan olt:h Kcpala Desa scl111nbat-lan1balnya 7 

(tujuh) hari sesudah d1usulka11 dengan memuat juga tentang penghasilan 
Perangkat Desa yang bcrsangkutan . 

Pas.ii 39 

Dala1n hal calon Pcrangkal Dcsa lcrpilih adalah Pcga\vai Negeri/ pegawai 
' 

swasta n,aka sesudah adanya kcputl1san pengangkatan dan pclantikan yang 
bersangkutan harus n,engtindurkan diri dari Pcgawai Negeri atau pegawai 

swasta. 
13aginn Kcdua 

Pelantikan 
P.is:11 40 

(I) Sela111ha1-lan1bnt11ya "dalmn \vaktu 14 (en1pal be las) hari setelah 
diterhitkannya Kcputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai 
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f'erangkat Desa, n1aka yang bersangktitan harus sudah dilantik oleh 
Kepala Desa . 

(2) Pada saat pelantikan sebagairnana din,aKsud pada ayat (I) Pcrangkat Desa 
yang hersangkutan bersun1pah n1enurut agan1anya ,Hau berjanji <lengar. 
bersungguh-sungguh di hadapan anggota BPD, tokoh - tokoh masyarakat 
lainnya yang ada diclesn yang bersangkutan. 

Pnsal 41 

Susunan Kata sun1pah atau janj i Pcrangkat Desa adalah sebagai berikut : 

"Demi Allah (Tuhan), saya bersun1pah/berjanj i bahwa saya akan memenuhi 
kewajihan saya sciaku ...... . dcngan sebiiik-haiknya, sejujurnya dan seadil ­
ad ilnyn: bahwa saya ak11 11 sc l11lu laal dalan1 mengan1alkan · dan 
111 e111pc r1ahnnkan Pnncasi la sebngai dasar ncgara, clan bahwa say a akan 

· menegakkan kehidupan den,okrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang-undnngan dengan selurus-lurusnya 
yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara l(esatuan Republik Indonesia" 

Pasal 42 

Ten1pat pclantikan. Perangkill Dcsa di lak2,:nakan di desa yang bersangkutan 
atau lcn1 p,11 lain y,111g di tunjuk . 

ElAf3 VI 
!VIASA JABA TAN PERANGKAT DESA 

Pasnl 43 

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 
60 (cni1111p11l11h) tahun. 

BAB VII 
BIAYA PEMILll-lAN PERANGJ<ATDESA 

Pasal · 44 

( I) Ren.cana biaya pe11calo n1111 dnn pcn,i lihan Perangkat Desa diajukan oleh 
panitia pe111 il ihan kepada Kepaln Desn sctclah din1usya1varahkan dengan 
BPD 

(2) l(epala Desa n1enetapkan biaya sebagaiQ1ana di111aksud pad a ayat (I) dan 
di bcbankan pada Anggnran Pendapa1a11 clan Bclanja Desa. 

(3) Pe11anggungjawaban penggunaan biaya pemilihan disan1paikan oleh 
panitia pe1nilihan kepada Kcpala Dcsn dalan1 jangka wakcu selan1ba1-
la111ha1nyn 15 ( li111a bc:lns ) hnri sctelah tangg:i l pc:lnntikan Perangkat 
Desa terp il ih 
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13Al3 VfII 
LARANGAN 

Pasal 45 

a. n,elakukan hal-hal yang dapat 111enurunka11 n1anabat atau kehormatan 
pen1eri 111ah dcsa: 

b. JJlenyalahgunakan wcwenang; 

c. beke1ja pada instansi swasta atau negeri; 

d. n1er11bocorkan rahasia/jabatan negara yang n1cnurut sifatnya perlu 
dirahasiakan: 

e. n1elakukan ke1:jasan1a bersarna orang lai n didalan1 n1aupun diluar 
li ngkungan kerjnnyn. dcngnn tujunn untl1k kcpcn1111i;an pribadi dan atau 
golon~an yang secant tang.sung 1naupu11 tidak lan,.::.:1;1g rnerugi kan desa , 
daerah dan atnu negara: 

f. n1eninggalkan peke1:ja.i 11 din as selan1a J ( t iga ) bul:111 berturu t-turut tan pa 
ij i 11 Kcpala Desa; 

g. n1eni 11ggalka11 tugas tanpa alasan/keterangan yang sah dan tidak dapat 
diper!anggungjil'.vabkan sa1np11i 1nencapai 60 (ena111 pul11h) hari dalam 
(satu) tahun : 

h. n1elakukan pen1unguta11 yang ticlak sah dala111 bentuk a pa pun juga; 
' i. n~enjadi anggota dan pengurus .;)artai politi-k 

0 

BAB IX 
PEIVIl3ERHENTIAN SEMENTARA DAN 

PEMBERl·!ENTTAN PERANGI<A T OESA 
Pasal 46 

(l) Perangkat Dcsa yang ada indikasi 111elakukan peny1mpangan 
keuangan Desn d<1 11 ,Hau kekayaan clesa lainnya atau menjadi 
tersangka suatu tindak pidana di berhent ikan sen,entara dari 
jabatannya oleh Kcpala Desa dengan persetuj u11n BPD kemudian . 
din, intakan pengesahan kepada Can,at. 

(2) Pemberhentian sen1entara sebagain1ana dirnaksud ayat ( l) 
didasarkan pada hasil pen1eriksi-1;1n oleh instansi yang berwenang 
untuk itu atau oleh Kepol isian. 

Pasal 4 7 

(I) Pernberhentian sen1entara karcna indi kasi n1elakukan penyimpangan 
keuangan Desa da1r· atau kekayaan Desa lainnya sebagain1ana 
di111aksud dalan1 Pasal 46 pa1i11g lan1a 6 (ena1n) bulan dan selama 
1nasa pen1bc1·bentian sen1entara tersebut yang bersangkutan dibebani 
ke~vajiban-kev.ajiban tertent\1 . 

(2) Pernberhentian sernentnra karena n1elakukan penyimpangan 
keuangan dts,f dan atau kekayaan desa lainnya sebagain1ana 
din1aksud ayat ( I) apabila tidak dapat diselesaikan dalan1 waktu 
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yang ditentuknn dnn apabilu ada indikasi tindak pidana, perkaranya 
diserahkan kcpada aparat pcncgak huk\1n1 . 

(3) Apabila dalan1 waktu yang ditcnn1kan yang bersangkutan dapat 
111e111enuhi kev.1aj ibannya, 111aka yang bersangkutan diangkat.kembali 
dala111 jabatan sen1ula . 

Pasal 48 

.langka wakt\J pen1bcrhcntian sen1entara karena n1e11jadi tersangka suatu 
tindak pidana adalah sa,npai dengan adanya putusan / penetapan lai1, 
yang telah n1ernperoleh kckuatnn hukum tetap. 

Pasal 49 

(I) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selama-
la111anya 90 ( se1nbilan pu]uh ) hari karena sakit, dapat 

· dibebastugaskan se1nentara oleh Kepala Desa dengan persetujuan 
BPD ken1ud ia11 diinintakan pengesahan kcpada Camat . 

(2) J<ondisi sakit sebagai111ana din1aksud pada ayat ( I) didasarkan 
rnda keterangan Doktcr tcntang kesehatan Perangkat Desa yang 
bersangkutan. 

Pasal 50 .· 

(I) .langka \vnktu Pc111bebnstugasan se,nentara sebagaimar.a din1aksud 
dala,n Pasal 49 ayal (I) paling lnrna 6 (enarn) bu Ian. 

(2) Apabila dalan1 jangka \vaktu sebagai1nana din1aksud pada ayat (I ) 
yang bersangkutan masih tetap sakit maka pen1bebas tugasan dapat 
direrpanjang untuk jangkn wak1u 6 (enan1) bu l<1 11 . 

(3) /\pahila scsudah diperpanjang clan n1asih tidnk ada perubahan akan 
kcsehatannya ni.-tka yang bers.tngku1an diberil::1:ikan dengan hormat 
tidak atas pcrn1intaan sendiri dari jabatannya olch Kepala Desa 
dengan perse1u1ua11 BPD kemudian din1 in1:,k:in pcngesahan kepada 
Ca111n1. 

Pasal 5 I 

( I) Perangknt Desa yang dibcrhentikan sement:ira a tau dibebastugaskan 
berhak untuk 111eneri1na penguasaan 50 ¾ (lirna puluh persen) tanah 
bengkok. 

(2) Dalan1 hal Perangkat Desa diberhent ikan sementara karena 
dinyatakan 111enjadi tcrsangka suatu tindak<111 pidana rnaka hak untuk 
penguasaan 50 '1/o ( li n1a pu luh persen) tanah bengkok adalah sampai 
dengar1 adanya pun1san pengadilan atau putusan / penetapan lain 
yang 111en1punyni kckuata11 huku111 tetap. 

' 

(3) Apabila dala111 jangka I (satu) tahun dihitung sejak tanggal 
keputusan pe111 berhe111inn se111entara bel\1111 ada putusan pengadilan 
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yang n1e111punyai kckuatan hukun1 te tap 111aka pcnguasaan 50 % 
(li 111a puluh persen) tanah bcngkok sebagai1nana din1aksud ayat (1) 
dihentikan. 

Prisa! 52 

.D,1!.1111 hal Perrn1gkn1 Des:1 111cnguasai 50 % (li1na puluh persen) tanah 
bengkok dihentikan sebagai111ana din1aksud Pasal 51 ayat (3), sedang 
bcrdasarkan putusan Pengadi lan yang sudah n1en1punyai kekuatan 
huku1n tetap yang bersangkutan dinya.takan tidak bersalah, maka yang 
bersangkutan tidak dapat 111enun1111 penghasilan yang tidak diterima 
selama pe1nberhentian sen1entara tersebut. 

Pasal 53 

( I ) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan a tau penetapan lain 

yang telah n1en1punyai kekuatan hukun1 tetap, Kepala Desa 
n1en1berhentikan yang bersangkutan tanpa persetujuan BPD dan 
tanpa pengesahan Ca111at apabila : 

a. dinyatakan tcrbl1k ti bersalah 111clakukan tindakan pidana 
dcngan anca111an hukun1an . pcnJara sekurang-kurangnya 5 
(limo) tahun ; 

b. dinyatakan terbuk ti bersalah 111elakukan tindakan pidana 
dengnn nnc;in1an 11ukun1an penjara / kun1 11gan kurang dari 5 
(lin1a) rnhun l<::tapi tcrhadap yang bcrsangkutan telah dikenakan 

' . 
hukun1an bad an sckurang-kurangnya 60 ( enarn puluh) hari atau 
1nengalan1i penahanan baik oleh penyidik, Penuntut Umum 

1naupun hakin1 dengan j ll1nlah sekurang-kurangnya 60 (enam 
puluh ) hari : 

c. cl inyatakan terbukti bersalah 111elakuka11 tindakan pidana 
kesusilaan / kesopanan sebagai1nana diatur dalam Pasal 28 l 
san1pai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 

(2) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau putusan / 
penetapan lain yang tclah 1ne111punyai kckuatan hukum, tetap, 

Kepala Desa tanpa persetujl1an BPD dan tanpa pengesahan Camat 
111encabut kepulllS.l ll pe111berhe11tian 
pe111bebns1ug,1san sc111c11tarn Pnn1011g Dcsa 
untuk dikukuhkan ken1bnl i apabila; 

se111entara a tau 
yang bersangkutan 

a. ada keternngiin dari pcnyidik yang 111c11yatakan l,ahwa 
penyidikannya dihcntikan ; 

b. dinyatakan ticlak tcrbu kt i bersnlah ; 

c. ada keterangan cla ri Dokter yang 111enyatakan bah~va telah 

sen1buh dari sakitnya . 
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Pasal 54 

( I) Dalan, hal Pera11gka1 Oesa 111 ~.L,kuka11 tindakan indisipliner, 1naka 
penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yai tu ; 

a. tegoran pe11an1a secara tertulis dari Kepal.:i Oesa yang 
disainpaikan langsung kepada Perangkat Desa yang 
bersangkuian / keluarganya dalan, rapat yang diadakan khusus 
untuk itL1 : 

b. tegoran kedua secar,1 tertul is dari Kcpala Oesa yang 
disa111paikan sccara langsung kepada Pcrangkat Desa yang 
bersa11gkutan / keluarganya dcngan tanda tenrna yang 
dilengkap: tnnggal, hari dan jllnl pcncrirnaannya dengan 
te1nbusan Carnat dan OPO ; 

c. tegoran ket iga sccarn tertu lis dari Kei,al~ !)esa. yang 
cl ism11paikan sccara langsung kepadn Pcrangkat Desa yang 
bersangkutan / keh1arganya dengan tnnda tenn1a yang 
di le11gkapi tanggal. hari dan ja111 penenmaannya dengan 
ten.1bu~an Carnal dm1 131'1) ,crla diun1un1kan kepada 
1nasyarakat desa seten1pa1. 

(2) Tegoran sebagain1ana din1aksud ayat ( I) n1asing-n1asing berselang 
waktu I (satu) bulan. ·· 

(3) Apa bi la 1egoran-tegora11 sebagai n1ana dini.iksi.1d ayat (I) tidak 
diperhat ik,1 11 dan tidi1k ditindak lanj uti o!eh Perangkat Desa yang 
bersangku!an, 111akn Kepala Desa dengan persetujuan BPD 
n1e1nberhentik11 11 Pcrangkat Desa yang bersangkutan dari 
jabatonnya dan kc1nuclian din1 intaka11 pcngesahan kepada Cainat. 

Pasal 55 

(I) Perangkat Desa dibcrhentikan oleh Kepala Desa dengan 
persetujuan BPD, yang disyahkan oleh Can1at karena: 

a. n1engaju!can pennohonan pengunduran diri kepada Kepala 
Desa; 

b. tidak ada lagi n1emenuhi salah satu syarat sebagaimana 
di1naksud dalan1 Pasal 9 ayat ( I) ; 

c. terbukti 111elanggar su111pah / janj i sebagai Perangkat Desa 
sebagllimana din1akst1d dala,n Pasal 51 ; 

d. terbukti 1nelakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan 
tegoran-tegoran sebagain1ana din1aksud dalam Pasal 54 ; 

e. 111clanggar satu atau leb;h larangan sebagaimana dimaksud 
dalan1 Pasal 45 . 

(2) Perangkat De:::w dibcrhcntika11 olch Kepala Desa ta 11 pa persetujuan 
BPD . dan tanpa· pengesahan Can1at karena : 

a. Meninggal dunia•; 
• 
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b. Berakhir rnasa jabatannya kar-ena berusia 60 ( cnampuluh) 
tahun ; 

c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukun1 tetap melakukan tindakan pidana 
sebagainu~na din1aksud dalam Pasal 53 ayat ( l ). 

(3) Pengesahan Cnrnal sebagain1ana di111aksud pad a ayat ( I), 
dituangkan dalan1 Keputusan Can1at tentang Persetujuan 
pengesahan Kepti1usan Kepala Desa. 

BAD X 
PEl\1Il!NAAN DAN PENG!\ \VASAN 

Pasal 56 

(I) Pengawasan dan pcn1binaan pelaksanaan pe111ilihan/pengangkatan 
Perangkat Desn di lakukan oleh Bupati 1nelalui Cnn1at. 

(2) Pcngawnsan dun p1.:111binann sebagain1a11a di111aksud pada ayat (I ) 
111eliputi : 

a. Penetapan jndual pclaks,\naan pengisian f>crangkat Desa ; 
b. Pelaksanaan uj inn penyaringan bakal cal on Perangkat Desa yang 

n1el iput i pcrn~ua1an soal ujian, pene1ap;in tanggal pelaksanaan 
ujian dai1 ten1 p.it ujian scrta n1engoreks i !1:1sd nilai uj ian tertulis ; 
" c. Mengadaknn pen1n111auan _i apangan ,~· :·'.1adap pelaksanaan 
pen1ilihnn Perangkal Desa . ·· 

. (3) Guna kelancaran pcngawasan dan p(::11 l.> i1 inan 
din1aksud pada ayat (2), Bupati rne111 bentuk Ti111 
Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan l3upat i . 

8AI3 XI 
1<1~1-r-:NTU!\N P£NYIOil(/\N 

Pasal 57 

sebagaimana 
Pen1bina clan 

( I) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang melakukan 
tindakan pidana dilaksanakan olch penyidik dengan 

· men1beritahukan secara tertu lis kepada Bupa1i dengan tembusan 
Ca,nat, Kepala Desn dan BPD. 

(2) Hal-ha! yang dikccu.ilikan da ri ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) adalah : 
a. tertangkap tangan n1elakukan tindak pidana kejahatan ; 
b. diduga telah n1elakukan tindak pidana kejahatan yang diancan1 

dengan pidana n1ati . 

(3) Tindakan penyidika11 sebagai,nana din1aksud pada ayat (2), 
diberitahukan sccara tertulis o leh atasan penyidik kepada Bupati 
paling lan1a 3 (tiga) hari . 
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13AJ3 XII . 

l<ETENTUAN PERALII·IAN 
Pasal 58 

( 1) Tata cara pc11g.1s1a11 kekosongan clan pengangkatan Sekretaris 
Desa akan diatui· lebih lanjut dengan n1endasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Tata cara pengangkatan terhadap Sekretaris Desa yang sekarang 

ada untuk 1nenjadi PNS akan dilaksankan. sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Terhadap Sekretaris Desa yang sekarang ada, ketentuan­
ketentuan selain sebagain1ana di1naksud pada ayat ( l ), (2) dan 
Pasal 43, beralku ketentuan yang ada dalam Peraturan Daeral1 

1111. 
Pasal 59 

( l) Perangkat Desa yang tel ah .. 1:nenjabal sebelu111 diberlakukannya 
Peraturan Daerah l(abupaten De111ak No1nor 10 Tahun 2000, tetap 
melaksanakan tugasnya san1pa1 dengan berusia 65 (enam puluh 

li111a) lnhun. 

(2) Pa1nong Desa yang. te lah 111e11,iabat menggunakan Peraturan 
Daerah Kabupaten Den1ak Non1or IO Tahun 2000, jo. Pvraturan ,, 

Daerah non1or 2 Tahun 2004. tetap 111elaksan:1kan tugasnya sampai 

dengan berusia 56 (lin,a pul_uh enan1) tahun 

(3) Perangkat Desa yang te l ah 1ne11jabat •scbclu111 diberlaknkannya 
Peraturan Oaerah Ka bu paten De111ak Non1or I O Tahun 2000 dan 
sta tus desanya n1enjadi Kclurahan n1aka yang bersangkutan tetap 
n,elaksanakan tugasnya s111npai dengan bc r11s :<1 65 (enam puluh 

Ii 1na ) tahun. 

BAB XIII 

l<ETEN'l'UAN LAIN-LA I :-, 

Pasal 60 

(.1) Pada· saat berlakunya Peraturan Oacrah ini, rnaka Peraturan Daerah 
Kabupatcn Oc111ak Non1or 2 Taht1n 2004 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pe111ilihan, Pelantikan, Pen1berhentian Sementara dan 
Pen1 bcrhentian P:11110111! l.)csa dinv:i tnkan dicnbul dan tidak berlaku . - . 

(2) Hal-ha! yang belurn diatur dnlain Peraturan D.ierah ini sepanjang 
1nengenai pel:.iksanaannyll akan diatur lebih 111 11,iut oleh Bupati. 

( 
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BAB XIV . 
l(E'fENTUN .PENU'fUP 

Pasal 61 

Peraturan Daerah ini n1ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang n1engetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pene111patnnnya dnlam Lembaran Daerah 
l<.abupaten Dcmnk. 

Ditetnpkan di Dcmak 
pada tanggal 11 Januari 2007 

Diundangkan di Den,ak 

pada tan ,~~~~-· 2007 

Pit. S 

:::,; 
Uf t..,,-
0.. s 

l(ABUPATEN DEMAK 

~ ..• 0-lic ...,_Y. ,, '-' SUSMONO 
.. ) ;. ~.. .,J," . ~~ -... __.:.:.:.;:.r-

• 

.LEMBARAN DAERAI-I I<.ABUP A TEN EMAK TAl-llJN 2007 NOMOR 3 



I 
• 

• 

' 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 3 T AHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

UMUM 

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Mengenai Desa, te:lah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 
11 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, 
Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa . 

Dengan berlakunya Peraturan Pernerintah Nomor 76 Tahun 2001 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai .Desa, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang··Tata Cara , Pencalonan , 
Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan , Pemberhentian. Sementara dan 
Pemberhentian Pamong Oesa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah jo, 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , perlu menetapkan 
kembali pengaturan tata cara, Pencalonan. Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, 
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Oesa. 

Sehubungan dengan berlakuknya Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan 
tata cara, p·engangkatan, Pembehentian Sementara dan Peberhentian 
Perangkat Desa . perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka 
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahaan Desa yang lebih 
berdayaguna dan berhasilguna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon 
memilih dan menetapkan Perangkat Desa yang berdedikasi, cakap dan·mampu 
untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan 
kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan C:engan pelakasanaan tugas 
kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Tata cara 
Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Oesa . 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Ayat(1) 

Cukup jelas 



Pasal 3 

Pasal 4 

• 

Pasal 5 

Pasal 6 

I 
' 

Pasal 7 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Cukup je!as 

Ayat (1) 

Jumlah Perangkat Desa yang menjadi panitia sekurang-
kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari anggota BPD yang 
menjadi panitia. 

Ayat (2) 
· Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (1 ) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah suatu keadaan 
/kejadian tertentu sehingga mengganggu tugas-tugas yang 
bersangkutan sebagai panitia . . 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
· Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cllkup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 
Cukup jelas 

Ayat (1) 

0 

Pembentukan panitia dilaksanakan setelah adanya jadual dari 
.Bupati. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) . . . 
Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 
10 (sepulu) harj . 

0 



Pasal 8 

• · . 

Pasal 9 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

.3 

Persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Oaerah ini dan diserahkan panitia paling lambat 
pukul 24.00 WIB pada, hari, tanggal tahun penutupan 
pendaftran. 

Ayat (1) 
Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan 
bentuk tertuli$ berupa pernyataan yang ciibt,;at sendiri. 
dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa 
keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/lnstansi yang 
berwenang 

Huruf a. 
Oibuktikan dengan KTP; 

Huruf b 
. Yang dimaksud dengan "b·ertakwa" dalam ketentuan 1n1 

dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tic'ak pernah terlibat 
gerakan sparatis seca ra inkonstitusional atau dengan 
kekerasan untuk mengubah Oas_ar Negara serta tidak 
pernah melanggar Undang-Undang Oasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pen1erintah" adalah 
yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang­
Undang Oasar Negara republic lndones.::i Tallun 1945. 

Huru f d " 
Adanya keterangan dari lnstansi yang ben:1enang. 

Huruf e 
Berpendidikan paling rendah setingk0: Sckolah Lanjutan 
Tingkat Pertama atau sederajad maksL: :•1,-;1 adalah : 
- Lulus ujian dan berijasah yang dike:,:arkan oleh suatu 

lembaga pendidikan formal Negeri/S·:1asta misalnya : 
SMP, SMEP,SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan 
ujian akhir berdasa rkan kurikulum yang dite tapkan oleh 
Pemerintah/Standarnasional pend idikJ n. 

- Lulus ujian dan berijasah yang sederajad dengan ijasah 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama n1elalui pendidikan 
pendidikan non forr 1c1l misalnya : program kelompok 
belajar paket 8 atau yang sejenis sepanjang 
menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh 
Pemerintah/standar nasional pendidikan ; 

- ljasah yang digunak sebagai persayaratan bakal calon 
bukan ijasah lokal yaitu ijasah yang d ikeluarkan oleh 
pendidikan setempat: 

( 



Foto copy ijasah yang dijadikan lampiran persyaratan 
bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang 
mengeluarkan ijasah tersebut dan juga oleh dinas / 
lnstansi yang berwenang untuk itu : 

- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak 
ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/lnstansi yang 
berwenang ; 

- Bagi ijasah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan 
ijasah pengganti/keterangan yang dikeluar!<an oleh 
Dinasrlnstansi yang berwenang, setelah dibuktikan 
adanya laporan kehilangan dari Kepolisian. 

Huruf f 
- Batas usia 20 tahun dihitung dalarn kurun waktu tanggal, 

bulan tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai 
dengan penutupan pendaftaran ; 

Untuk mengetahui usia seseorang utamanya 
mengunakan akta kelahiran / dokumen lain yang 
diterbitkan oleh lnstansi Pemerintah yang paling lama/awal 
yang din,iliki. 

Huruf g 
Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu 

jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik yang dapat 
mengganggu tugas-tugas dilapangan. 

Huru f h 

Huruf 

Huru f j 

. 
Berlakuan baik maksudnya adalah : 

- adanya keterangan dari Kepolisian ; 
tidak pernah diberhentikan karena bermasa1a1, dari j 
abatan Pegawai Negeri/Kepala Desa/Perangkat Desa 
yang pernah dijabat sebelumnya. 

tidal< pernah dihukum penjara / kurungan, dibuktikan 
dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan 
( Pengadilan ) , termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten 
Demak . 

Adanya keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) . 

Huruf. k 

Huruf I 

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari 
Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili 
selarna 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan 
untuk putra desa adalah kelahiran desa seternpat dan 
pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk 
setempat. 

Oibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari 
Kepala Oesa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili 
selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan 
untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan 
pernah terdaftar/bertempat tingga I sebagai penduduk 
setempat ·· 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 10 

Pasaf 11 

Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukup jefas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup je!as 

Pelaksanaan ujian ulangan disesuaikan dengan periode/pengisian 
Perangkat tahap berikutnya sesuai jadual dari Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasaf 16 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat(1) 
Cukup jefas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Proses pengisian Perangkat Desa dengan cara 

pengangkalan tanpa pe,nilihan jadual waktu diatur secara 
khusus atau tersendiri oleh panitia pemilihan setelah Kepala 
Desa melaporkan kepada Bupati, karena tidak adanya bakal 
calon Perangkat Oesa yang mendaftar. Adapun mekanisme 
pengesahan ·oan pelantikan serta pengambilan sumpah 
Perangkat Oesa yang diangkat tanpa melalui pemilihan 
sama dengan Perangkat Desa yang dilakukan dengan cara 
pemilihan. 



Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19 

Pasal 20 

Pasal 21 

Pasal 22 

Pasal 23 

Pasal 24 

Pasal 25 

Ayat (1 ) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Cukuµ jelas 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huru f b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Ayat( 1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

f\yat (2) 
Huruf a 

Cukup je las 
Huruf b 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup ji,las 

Ayat ( 1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

6 



Pasal26 

. 

Pasal 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

Pasal 32 

Pasai 33 

Pasal 34 

Pasal 35 

Pasal 36 

7 

Ayat (1) ·e1as 
Cukup J 

Huruf a . 
Cukup Jelas 

Huruf b . .. 
Cukup Jelas 

Ayat (2) . las 
Cukup Je 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Huruf a . 
Cukup Jelas 

Huruf b . 
Cukup Jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1 )Cukup jelas 

Ayat (2)Cukup jelas 

Ayat (3) Cukup jelas 

Ayat (1bukup jelas 

Ayat (~ukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1bukup jelas 

Ayat (2bukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1bukup jelas 

Ayat (2)Cukup ielas 

Ayat (g~kup jelas 



Pasal 37 

Pasal 38 
.. 

Pasal 39 

Pasal 40 

Pasal 41 

Pasal 42 

Pa:,al 43 

Pasal 44 

Pasal 45 

3 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Setelah terdapat Perangkat Desa terpilih, panitia 
pemilihan segera melaporkan kepada Kepala Desa 
tentang adanya Perangkat Desa terpilih dengan 
dilampiri berita acara untuk ditetapkan oleh Kepala 
Desa. 

/ ·,yat (2) 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Disesuaikan dengan jabatannya sebagai Perangkat 
Desa. Misalnya Sekretaris Desa, Kamituwo dan lain-lain. 

' . 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Kepala Desa menetapkan biaya pemilihan 
Perangkat Desa yang diajukan oleh panitia. 
dengan rnempertirnbangkan kebutuhan yang logis 
dan rii l serta mengingat / disesuaikan dengan 
kernarnpuan keuang~n desa. 

Ayat (3) 

Huruf a 
Hal yang dapat menurunkan maratabat / kehormatan 
misalnya suka mabuk - rnabukan, berjudi, rnengunjungi / 
berada ditepat maksiat ataupun melakukan perbuatan 
tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika / 
sopan santun an sebagainnya. 

Huruf b 
Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan 
lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan 
fungsi sebagai perangkat desa. 



Pasal 46 

Pasal 47 

9 

Huruf c 
Maksudnnya adalah bekerja secara ganda, misalnnya 
sebagai satpam I petugas lain pada suatu perusahaan 
swasta ( PT / CV ) yang dapat rnengganggu tugas -
tugas sebagai perangkat desa. 

Huruf d 

Rahasia maksudnnya adalah suatu hal / keadaan yan 
sifatntya belum dapat I belurn saatnya / tidak boleh 
diketahui pihak lain yang tidak berhak. 
Demikian juga terNadap dokumen atau administrasi desa 
tidak dibenarkan untuk dipinjamkan / ditunjukkan / difoto 
copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk 
kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk 
pembinaan adrninistrasi I kepentingan suatu perkara 
yang sedang dalam proses hokum. 

Huruf e 

Maksudnya adalah perbuatan kolusi / persekongkolan 
dengan pihak Jain untuk kepentingan dirinnya / orang lain 
yang dapat merugikan keuangan / kepentingan desa 
Daerah I Negara . 

Huru f f 
Menerima hadiah I pernberian dalam bentuk apapun dari 
plhak lain dengi:ln rnaksud untuk rnempengaruhi tugas 
atau kewajiban perangkat desa agar berbuat sesuatu / 
tidak berbuat sesuatu. 

Huruf g , .. 
Hal ini termasuk perbL1atan indisipliner. 

Huruf h 
Hal ini termasuk perbuatan indisipliner: 

Huruf I 

Pungutan yang tidak sah adalah pungutan diluar 
ketentuan yang beraku / tidak ada dasar hukumnya. 

Huruf J 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan lnstansi yang berwenang 
untuk itu adalah BAWASDA atau tim yang dibentuk 
khusus untuk itu. 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) -
Apabila sampai batas waktu pemberhentian 
sementara yang bersangkutan tidak dapat 
memenuhio kewajibannya sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dan kamudian perkaranya dilimpahkan 
kepada aparat penegak hukum maka batas waktu 
pemberhentlan sementara berlaku sampal dengan 
adanya kaputusan pengadilan yang · telah 
mernperoleh kekuatan hukum yang tetap. 



Pasal 48 

Pasal 49 

Pasal 50 

Pasal 51 

Pasal 52 

Pasal 53 

I 0 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Cukup jelas " 

Ayat (1) 
Pernbebastugasan perangkat desa ditetapkan 
dengan keputusan kepala desa. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 
Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan 
keputusan kepala desa 

Huruf a 
Oalam hal ini yang menajadi acuan adalah ancama 
hukuman, bukan namanya penjauhan hukuman / 
Von is. 

Huruf b 
Walapun ancarnan kurang dari 5 (lirna) tahun tetapi 
yang _bersangkutan pernah ditahan oleh aparat 
penegak hukum (Palisi, Jaksa dan Hakim) yang kalau 
dijumlah larnanya sekurang - kurangnya 60 (enam 
puluh) hari. / dikenakan hukurnan badan sekurang -
kurangnya 60 (enarn puluh) hari 



Pasal 54 · 

Pasal 55 

1 1 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Dalam hal tindak pidana umum adanya surat perintah 
penghentian penyidikan (SP3) dari POLRI / PPNS, 
sedangkan untuk tindak pidana khusus adanya 
perintah penghentian penyidikan (SP3) dari 
Kejaksaan . 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Huru f a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Apabila karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan 
secara langsung kepada perangkat desa maka dapat 
disampaikan kepada keluarganya apabila tetap tidak 
memungkinkan dapat -ditempelkan / diumumkan 
dipapan pengumuman desa. 

Ayat (2) 
Culup ielas 

Ayat (3) • 
Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan 
keputusan kepala desa . 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

A lasan pe111berhentian adalah bersifat alternatif dan 
pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan 
kepala desa 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup ·jelas 



Pasal 56 

Pasal 57. 

Pasal 58 

Pasal 59 

Pasal 60 

Pasal 61 
Cukup jelas 

12 

Ayat(1 ) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat(1} 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
· Cukup jelas 

Ayat (1) 
•• 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (1} 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

• 

. . 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 



• 

LAMPIRAN I : PER.ATURAN DAER.Al-I KABUPATEN DEMAK 
NOMOR 3 TAHIJN 2007 
TANGGAL 11 JANUARI 2007 

B~RITA ACARA 
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT 

PEMJLIHAN CALON PEI~ANGl<AT DESA DI DESA ................................................. .. 
I<ECAMA'l'AN ......................... KABUl'A'l'El'I l)gMAI( 

Pada hari ... .......................... ini langgal ........................... bulan ........................... tahun kami 
yang bertanda tangan dibawah ini _ _ _____________ _ 

Nan1n 
.labatan Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pe1nilihan Perangkat Desa di 

Desa .................................. Kecnn1atan 
Kabupaten Den1ak. 

- Nania 
Jabatan Sekretaris Pnnitin Pencnlonan clan Pclnksanaan Pemilihan Perangkat 

· 1''a1na 
.Jabatan 

- Nama 
Jabatan 

Nania 
Jabatan 

• ~~ama 
Jabatan 

- Nania 
Jabatan 

Dcsa di Desa ................................ .. Kecan,atan 
Kabupaten De1nak. 

Calon Perangkat Ocsa di Desa 
Kecan1alan 

Calon Perangkat Desa di Desa 
Kecan1atan • 

Calon Perangkat Desa di Desa 
Keca1natan 

· Calon Perangkat Desa di Desa 
I<.ecamatan 

. . 

· Cal on Perangkat Desa di Desa • 
Kecamatan 

,. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bnbwa : 

Kabupaten Demak 

Kabupaten Den,ak 

Kabupaten Demak 

Kabupatcn Demak 

Kabupalen Qemak 

. 
l . Rnpat penyelenggaraan Pen1ungulan Suara pada rapat Pen,ilihan Calon Perangkat Desa di 

2. 

Desa !<.ecan1atan Kabupaten Den1ak yang 
dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun 
berte1npat di clesa telah berlangsung dengan aman 
dan tertib teratur serta tidak terdupat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Penyelenggaraan pen1ungutan Suara pada rapat pe1nilihan Calon Perangkat Desa di desa 
Kecan,atan · • .. Knbupaten Dcn1ak dilaksanakan berdasarkan : 
a. Undang Undang Nornor 32 Tahun 2004 tcntang Pe1nerintahan Daerah; 
b. Peraturan Pemerintah Non1or 72 T.ahun tentang Desa ; 1 r . 



• 

c .. Peraturan Daerah Kabupaten Den,ak Non,or 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penngangkatan. Pe,nberhentian Scn,netara dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ha! 
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

4. Serita Acara jalannya penyelcnggunian · pen,ilihan calon Perangkat Desa ini kami tanda 
tangani setelah mendengar jawain111 dari para· pe111il ih terhadap pertanyaan Panitia 
Pencalonan dan pelaksanaan Pe111ilihan Caton Perangkat Desa menyatakan bahwa 
pelaksanaan rapat Panitia Pen,ilihan dinyntakan sah dan bc1jalan secara Langsung, Un1um 
, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil . 

PANITIA PENCALONAN DAN PELAl(SANAAN 
PEMILJI-iAN CALON PEJ{ANGKAT DESA 

... , ............... ......... , .... .. , .. ( KETUA) 

( Sekretaris ) ... , ....... , ....... , ......... , .... ,. , . 

CA LON J>EllANGl(A T DESA 

Nama •" 0 • oo " • • " I ., I • •• I' '••" I • I• I •" I• •• 

Nania • ., ' '•I•••••.,•• • • • • • •., • • • o " " •••I• • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•• 

Nania ···················•··· ·········· ······ 
• 

Nania ••Io• I •" I ,." • " • "" o • • "., I • " I •" I • 

l 



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 
NOMOR 3 TAl·IUN2007 
TANGGAL l l JANlJARl 2007 

I3ElllT A A CARA 
PENGHITUNGAN SUARA PEMILII·IAN CALON PERANGI(AT DESA DI DESA ..... .. 

l(ECAMATAN ......................... l(ABUPATEN DEMAI< 

Pada hari ................ .. : .......... ini tanggnl .................... : .. .. .. bL1 lan ................ ........... tahun kami 
yang bertanda tangan dibawah ini _______________ _ 

Na1na 
.labatan I<etua Pnnitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pe1niliha11 Calon Perangkat 

Desa di De$a ............ .................... .. Kccan,atan 
I<abupaten Den, ak. 

Nan,a 
.labatan Sekretaris Pa11i ti,1 Pencalonan dan Pelaksanai,n Cal on Pem i I ihan 

Na1na 
.labatan 

Perangkat Desa di Desa ................................ .. Kecarnatan 
J<.abupaten Den,ak. 

Calon Perangkat Desa di Desa 
Kecamatan Kabupaten Demak 

Nama 
.labatan Calon Perangknt Desn di Des11 

I<eca1natan Kabupaten De1nak 

Na1na 
Jabatan Calon Perangkat Dcsa di Desa 

J<.eca1natan l<.abupaten Demak 

NanH1 
.I abatan Calon Pcrangkat Dcsa di Dcsa 

Kecan,atan Kabupaten Demak 

Nan,a 
Jabatan :. Calon Perangknl Desa di Dcsa 

I<.eca111atan Kabupaten Den1ak 

Menyatakan dengan sesungguhny11 b11hwa : 

I. Pelaksanaan penghitungan hasil pen1ungutan suara dala1n Rapat pe1nilihan Calon 
Perangkat Desa di Desa I(eca1natan Kabupaten Demak yang 
dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di 

· Desa Telah dilaksunakan dengan hasil sebagai berikut : 
a. Caton Perangkat Desa at11s naina n1endapa1 suara 
b. Calon Perangkat Desa atas 11(1 111.1 111endapat suara 
c. Calon Perangkat Des11 atas na 11111 n1endapat suara. 

2. .f u111 lah pen1ilih y11ng terdaflar sebanyak orang 

3. Jun1 lah pe1nilih yang hadir untuk 111enggunaka11 hak pilihnya sebanyak 
orang 

4. Ju1nlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak s11h) sebanyak helai. 



Dalam pelaksanaan-penghitungun hasil pe1nungutan suara dimaksud tidnk terdapat hal-hal 
yang bertent:lllgan dengan ketcntuan sebagaitnana yang telah diatur dalam Peraturan 
Daerah f{abupaten Den1ak Non1or 3 1'ahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, 
Pe1nberhentia11 Se1nentara dan Pen1bcrhcntia11 Perangkat Desa, 

5. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksucl disaksikan oieh para saksi dari 
masing-1nasing calon Perangkatan Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh Pemilili · 
yang hadir. 

' 

6. Ka111i bcrsedia dia111bil lindakrn1 scsuai i.iCngnn kelentuan yang berlaku apabila 
111enyatakari keterangan yang tidak scsuai dengan kcnyalaan, 

p,-\Nl1'1A l;f<:N(~AL()NAN DAN l'ELAl(SAN . .\.AN 
PEMILll·IAN CALON pgH,ANGl(A1' DESA 

...... , ... ,., ..................... , .. , ( KETUA) 

( Sckrctaris) ....... , ....................... , ..... . 

CALON l'ERANGI(A'l' DESA 

Naina : ······································· 
Nan1a 

" O• •• "• ' • ,o •' ••" I • " •"••"•'°"•• ' • 

Na111a .................... ' .. ........... ' . ' .. 
Nmna . ' ........... ' .. ' . ' ' .' ........ ' .. ..... . 

Nania "••••I•• I "•• ' ••••'"••'•"•'" " " •••• 

TI DEMAI( 




